BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan
1. Pasca lahirnya UU P2SK, LPS mendapat kewenangan baru yaitu menjadi

penjamin Asuransi. Seiring dengan kewenangan LPS yang semakin kuat
dan besar, LPS juga telah memiliki hak suara pada KSSK. Menurut Teori
Legalitas/Teori Kewenangan, kewenangan bersumber dari peraturan
perundang-undangan dapat diperolenh melalui atribusi yaitu pemberian
wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan. Wewenang yang diperoleh oleh LPS secara atribusi,
bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang- undangan yaitu dari UU
LPS, UU PPKSK dan UU P2SK.

2. UU P2SK mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar
lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan stabilitas sistem
keuangan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (Bl),
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kementrian Keuangan. Pada dunia
perbankan, kelembagaan LPS diperkuat kewenangannya karena LPS
merupakan salah satu penyokong kestabilan ekonomi penguatan
kewenangan LPS dalam melaksanakan fungsi penjamin simpanan dan
resolusi bank, dan pemberian mandat baru kepada LPS sebagai
penyelenggara program penjaminan polis asuransi, diikuti dengan
peningkatan fungsi pengawasan dan pengaturan oleh otoritas pengawasan

asuransi.



B. Saran
Secara teoritis, tanpa komitmen penuh semua pihak yang terlibat baik
dari pihak yang membuat Undang-Undang, pihak pelaksana Undang-Undang,
maupun pihak pengawas Undang-Undang maka akan sulit untuk mewujudkan
pengembangan dan penguatan sektor keuangan khususnya bagi lembaga
pembiayaan. Oleh sebab itu, sinergitas bisa menjadi kunci utama dalam

mewujudkan penguatan tersebut.
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